BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG
PEZRUBAHAL REDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIRAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
. KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Penggabungan dan Penutupan Satuan
Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Solok Selatan, untuk kelancaran dan tertibnya pelayanan
dibidang Pendidikan serta tata kelola administarasi
pendidikan maka perlu menetapkan ulang nomenklatur
. sekolah secara berjenjang dengan urutan Tahun pendirian;
b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2017
tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis
Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok
Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan
Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Solok Selatan belum mengakomodir
nomenklatur sckolah sesuai dengan kebutuhan, sehingga
perlu dilakukan perubahan; f
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¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menctapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan
Umit Pelaksana Tekms Satuan Pendidikan Formal pada Dinas
Pendihikan,  Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok

selatan

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lzmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan Daerah dan
Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

-

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara v
Republik Indonesia Nomor 6573);

4, Peraturan Pemerintah Nomor i8 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
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Menetapakan

i U Pelabesna Tela, Lmeral (et Hegprs el
Indonesa Tahan 2617 N 4491,

G, Peraturan Daerah Kabuputen Solok Selatan Homor 15 Tahun
2016 tentang Pewlentukan dan Susunan Veranyyat Dacrsh
(Lembatan Lueraly Valbupiten Solok Gelatan Tahun 2016
fotor 1 Taanbabian Herita Liaerah Kabupaten Solak Selistan
fnnor 1) cetmpannata velaiy diubah dengan Peraturan
Dacrah  Kabupaten Solok Selatan  lomor 2 Tahun 2020
tentang Perubabion At Permturan Lasersh Homor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangrat Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020
Homor 2 Tambahan Bents baeran Kabupaten Selatzn Homor
2)

7. Peraturan Bupati Solok Selatan Homor 22 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Xepemudaan dan
Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun
2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Xedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 81 ;

8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2021
tentang Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan
pada Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021
Nomor 45)

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN

1
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Pasal |
Heberapa Letentian dalan Peratiran Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2017
tentong Pembentuban dan Sasunan U Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal
vkt Pendahiboan hepemadaan dian Olahapa Kabupaten Solok Selatan (Berita
Dractale habupaten Salale Selatan Tahan 2017 Nomaor 51) sebagaimana telah diubah
denpan Peratinan Hupan Solok Selatan Namor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peratinran Boapate Boaen 52 Tahn 2007 tentang, Pembentukan dan Susunan Unit
Pelahsana Teban Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan

e Clhihitaea labupaten Salole Selatin (Bevita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Fab oo o0 Noten ), diabade sebagan bentkeut :
| setentonan avat () Pasal 3 dihah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

(1 U Satwan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksana fungsi teknis
Legtatan belagu dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas.

(1 U Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh Kepala UPT yang secara ex-
afficir digabat oleh Kepala Sekolah.

(3)  Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional guru
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal berkedudukan dibawah dan

bertangpgungjawab kepada Kepala Dinas.

2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2.A) dan ayat
(2.B) dalam Pasal 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Untuk efektifitas dan efisiensi terhadap layanan administrasi pada Satuan
Pendidikan Formal, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
dapat membentuk Koordinator Wilayah kerja kecamatan sebagai unit kerja
nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

(2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin olch seorang pengawas sckolah disamping tugasnya sebagai
pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya.

(2.A) Koordinator Wilayah Kecamatan merupakan jabatan fungsional yang
dipimpin pejabat fungsional pengawas atau pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang diangkat oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Dinas f
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(2.19) Keotdinator - Wilayalt  wbapaimana dimakyud  pada avat 12 ditetapran
denpian Kepuitusan Bupan

(3) Kootdinator Wikevali Eecatnatan o bagaimana dimaksud paca ajyat (1)
betheduduban  dibesaly dan bertanpgizung  Jawab kepada Kepala Dinas

tielalin he g Padonge Pemliutaas Seteragaat

3 Diantara Pasal 2 dan Pasal 4 deasapran 1 (ata) Pasal yaxn Pasal 4 A, sehingga
berbunyvt sebaga berlon
Loal VA
(1 Roordimnator Wik al Kecamatan sclejaimana dimaksud dalamn Pasal 4 ayva:

11 taeiopate ey trpat ot voararn  admunistras: pada  satuan

Pt ot aly Keeamatan

(21 Pelakaaniaim tagas koordinas: leanan administras: sebagaumana dimaxsud
pada avat (1), meliput

a melakukan  koordinasi lavanan  administras:  pengelolaan  satuan
pendidinan wilayah kecamatan,

L melakukan pemantauan kondis: sekclah, keadaan guru dan siswa di
wilayah Kecamatan,

c.  mengkoordinasikan pengusclan kenakan pangkat, kenaikan gaji
berkala, dan mutas: pendidik/ tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan di wilayah kenanva,

d menghoordinasitkan rencana anpgaran pendapatan dan belanja sekolah
pada satuan pendidikan d: vjaah kemanya;

¢ mengkoordinasikan penjyusunan rencana program dan pelaksanaan
pembelajaran;

. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian dan ujan sekolah
serta asesmen pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya,

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawas sekolah di wilayah

-]

kerjamva, dan

h. melaksanakan tugas kedmasan lain rang dibenkan oleh pimpinan.
4. Ketentuan lampiran Il dan lampiran Il diubah menjadi lampiran | dan lampiran

Il sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan 3upat in

-
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